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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya
bertentangan dengan norma agama, norma sosial serta dapat menimbulkan
gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;

. bahwa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu

adanya larangan memproduksi, mengedarkan, meperdagangkan serta
mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3495) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3821) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4168) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus Nomor 10 Tahun
1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat |1 Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16

Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;

3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
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4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang

diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara
memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain
atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan
ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol ;

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha
lainnya ;

Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur,
meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol
atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.
BAB II
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasa 2

(1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan

kadar ethanol (C,HsOH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima
persen) ;

b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan

kadar ethanol (C,HsOH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 %
(dua puluh persen) ;

c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan

kadar ethanol (C,HsOH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai
dengan 55 % (lima puluh lima persen) ;

(2) Termasuk digolongkan sebagai minuman beralkohol selain dimaksud ayat (1)

(1)

(2)

adalah oplosan.
BAB Il
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 3
Setigp orang atau Badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan,
mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana

dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus.

Setigp orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana
dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus.



BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 4

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam
hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta
rupiah) ;

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penyitaan
barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan di muka umum setelah mendapat
keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 5

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda dan atau suréat ;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
ssi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannnya dengan
pemeriksaan perkara;;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau
keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain  menurut hukum yang  dapat
dipertanggungjawabkan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka semua perizinan peredaran
minuman keras dinyatakan batal/tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Kudus Nomor Per 3 Tahun 1955 tentang Penjualan Minuman
Keras, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Kudus Nomor 3 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 8
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.
Disahkan di Kudus
pada tanggal 16 Juni 2004
BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Juni 2004
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Ttd.

HERU SUDJATMOKO
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